V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam pembahasan, dapat

diambil kesimpulan bahwa:

1. Perjanjian pengobatan tradisional tersebut dapat digolongkan sebagai
perjanjian untuk memberikan pertolongan atau lebih tepat sebagai perjanjian
pemberian jasa-jasa tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1601
KUHPerdata. Perjanjian jasa-jasa tertentu dibuktikan bahwa pengobatan
tradisional diberikan oleh pengobat dengan memberikan pelayanan jasa
terhadap pasien. Persyaratan sahnya  perjanjian disesuaikan dengan
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Karakteristik perjanjian tersebut tidak
menjanjikan akan mendapatkan kesembuhan secara utuh namun proses
pengobatan dengan baik kepada pasien dianggap telah memenuhi perjanjian.
Aturan atau dasar hukum hubungan langsung melalui perjanjian antara
pengobat tradisional dan pasien tersebut telah menunjukkan adanya

kepastian hukum dan keadilan.

1. Kewajiban pihak penyelenggara pengobatan tradisional telah dirumuskan
pada Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/V11/2003 tentang

Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Pihak pengobat tradisional
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berkewajiban mengikuti aturan pemerintah dan memberikan pelayanan
terbaik kepada pihak pasien. Hak dan kewajiban pasien serta hak
penyelenggara pengobatan tradisional tidak tercantum pada Kepmenkes No.
1076//IMENKES/SK/VI1/2003  tentang Penyelenggaraan  Pengobatan
Tradisional dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan namun dapat
dikonstruksikan seperti yang dirumuskan pada Pasal 4, 5 dan 6 UU No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Peraturan pengobatan tradisional melindungi dengan cara memberikan
tindakan administratif berupa pegawasan dari pemerintah dan sanksi pidana.
Tindakan administratif dan sanksi pidana tersebut dirumuskan pada Pasal 33
Ayat (1) dan Pasal 35 Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VI11/2003
tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Ketentuan pidana tersebut
dirumuskan pada Pasal 190 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan. Pelaksanaan perjanjian pengobatan tradisional juga melindungi

penyelenggaraan pengobatan tradisional.

B. Saran

1. Kepada pasien dan peyelenggara pengobatan tradisional hendaknya dapat
melaksanakan perjanjian pengobatan tradisional terlebih dahulu sebelum
dilakukan praktik pengobatan tradisional. Kepada pihak pemerintah
sebaiknya mengatur secara tersendiri kepatuhan dalam melaksanakan
perjanjian-perjanjian dan ancaman akibat tidak mematuhi perjanjian tersebut

serta persyaratan perjanjian secara kesehatan. Pasien dan pengobatan
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tradisional akan terlindungi dengan mengadakan perjanjian pengobatan
tradisional serta memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban secara

hukum atas tindakan dan hal-hal yang diperjanjikan.

. Kepada pihak pemerintah diharapkan mengatur tanggung jawab, hak dan
kewajiban dari pengobat tradisional agar menjadi lebih jelas kepada pasien
begitupun sebaliknya. Kepada pihak pengobat tradisional dan pasien agar
menjalankan tindakan pengobatan sesuai dengan aturan hukum yang
melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai tuntunan agar

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

. Kepada pihak pemerintah hendaknya dapat lebih melakukan pengawasan
terhadap pengobatan tradisional yang tidak memiliki Surat Terdaftar
Pengobat Tradisional (STPT) atau Surat 1zin Pengobatan Tradisional (SIPT)
agar tertib dalam menyelenggarakan pengobatan tradisional sesuai aturan
hukum. Kepada pasien hendaknya lebih waspada terhadap fasilitas
kesehatan tradisional untuk mengobati dan meningkatkan status
kesehatannya. Fasilitas tersebut hendaknya telah teruji mengobati serta
peralatan dan metode yang digunakan sesuai dengan keahlian dan tidak
membahayakan. Upaya tersebut untuk melindungi pasien pengobatan
tradisional dan penyelenggara pengobatan tradisional serta memperjelas

pertanggungjawaban kedua belah pihak secara hukum.



